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Dalam hal ini pemohon bermaksud mengajukan perbaikan permohonan pemchon dalam
pengujian (Judical Riview) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 yang semula pasal 13
ayat (2), setelah diperbaiki diganti dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara,
(untuk selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 38/2007) pasal 1 angka 2 berbunyi * Daerah
otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia *. Penjelasan pasal 1 angka
2 yang dimaksud dengan Daerah otonom adalah: ‘kesatuan masyarakat hukum yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik indonesia " terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI-RI

a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun
1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayaf(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003
teniang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai
berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perfama dan terakhir yang
putusannya bersifat finaluntuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Dasar.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perftama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945
Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perfama dan ferakhir yang
putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945



b.

Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang
lLawas di Propinsi Sumatera Utara terhadap Undang—-Undang Dasar Tahun 1945

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo.

li. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1.

Bahwa Sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konsfitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan Permohonan PengujianUndang—

Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap Hak dan/atau

Kewenangan Konstitusionalnya vyang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh

berlakunya suatuUndang-Undang, yaitu

a. Perorangan Warga Negara Indonesia (fermasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama)

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam Undang~Undang

¢. Badan Hukum Publik atau Privat, atau

d. Lembaga Negara

Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-11/2005 tanggal 31 Mei

2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September

2007, serta putusan—utusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian Hak

dan/atau Kewenangan Konstitugional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenubhi

lima syarat, yaitu :

a. Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional pemohen yang diberikan oleh
UuuD 1945

b. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak—tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



3. Bahwa permohonan pemohon a quo adalah perorangan Warga Negara Indonesia
(temasuk sebagai orang asli Daerah Padang Lawas) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 51 ayat (1) huruf a (UU MK) yang telah dirugikan hak dan kewenangan
konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007

akibat tidak diterapkannya ketentuan dalam pasal tersebut, yaitu :

a.

Bahwa pemohon memiliki hak dan kewenangan untuk turut serta berpartisipasi
dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan serta mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
Bzhwa hak dan kewenangan konstitusional pemohon untuk turut serta berpartisipasi
dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta mengurus urusan masyarakat setempat
menjadi terhalang, dikarenakan tidak diterapkannya ketentuan pasal 1 angka 2 UU
Nomor 38/2007.

Kerugian konstitusional tersebut atas ketidak ikutsertaan untuk perencanaan,
pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kabupaten Padang Lawas melalui keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas.
Kerugian konstitusional tersebut atas ketidak ikutsertaan dalam perencanaan,
pengawasan, dan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas melalui
keanggotaan DPRD. Perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah yang
dilakukan oleh partai politk mengakibatkan Pelayanan, Pengawasan, dan
penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas tidak merata
(terhambat) terutama pembangunan Kantor Bupati DPRD, SKPD, dan
Pembangunan Rumah Adat di Kabupaten Padang Lawas ......................... Bukti P-8
Bahwa Pemohon memohon uniuk memajukandiri sebagai anggota dalam
perencanaan, pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan
pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas melalui keanggota DPRD
Kabupaten Padang Lawas Periode Tahun 2019-2024, berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat
melalui keanggota DPRD Kabupaten Padang lLawas, sehingga tujuan utama
pemberian Daerah Otonom kepada Kabupaten Padang Lawas yang menempatkan
orang asli Padang Lawas sebagai subjek utama dalam semua bidang perencanaan,
pengawasan, dan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kabupaten Padang Lawas ... Bukti P-2
- Pemochon adalah keturunan dari Siraja Panggabean yang berasal dari Pansur

Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara yang tergolong



minoritas Suku Batak Toba ..o Bukti P-3
Pemohon adalah keturunan dari Siraja Panggabean yang berasal dari Pansur
Napitu Kabupaten Tapanuli Utara yang termasuk sebagai Pahompu (Cucu) dari
Guru Mangaloksa Siraja Hasibuan yang merupakan keturunan Raja menurut
peradaban Suku Batak Toba dan Mandailing/Angkola menurut  Asal-usul
Tarombo (Si-Sila Keturunan). Menurut sejarah Suku Bangsa Batak Toba
berpindah bertempat dan menyebar kedaerah Tapanuli sebelum Indonesia
merdeka menurut prasejarah peradaban ummat manusia, dan pada Tahun 1956
daerah Tapanuli terbagi menjadi tiga bagian yaitu : Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, dan Tapanuli Selatan...................... Bukti P-4,P-4.a dan P-4.b

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah {ergolong sebagai minoritas suku Batak
Angkola/Mandailing, atas adaptasi percampuran suku batak toba dengan suku
Batak Mandailing (Angkola) yang menetap di Kabupaten Tapanuli Selatan
menurut sejarah kehidupan manusia. Kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan
dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Tap-Sel Induk dan Kabupaten
Mandailing Natal, setelah itu Kabupaten Tap-Sel mekar kembali pada tahun 2001
yaitu Kabupaten Tap-Sel Induk dan Pemko Padangsidimpuan, kemudian
Kabupaten Tap-Sel dimekarkan lagi pada Tahun 2007 yaitu : Kabupaten Tapanuli
Selatan Induk lbukota Sipirok, Kabupaten Padang Lawas Utara lbukota Gunung
Tua dan Kabupaten Padang Lawas lbukota Sibuhuan, yang tergolong minoritas
kelompok Suku Batak Angkola/Mandailing. Dengan demikian, Sesuai dengan
uraian tersebut diatas, penduduk asli Kabupaten Padang Lawas adalah Suku
Adat Batak Angkola/Mandailing.

- Pemohon adalah seniman dan Ketua Parsadasan Naposo—Nauli Bulung
(Persatuan Pemuda—Pemudi) masyarakat Desa Tanjung Botung Kecamatan
Barumun Kabupaten Padang Lawas, pada Tahun 2010, dan terpilih kembali pada
Tahun 2014-2015 sampai saat ini belum ada yang dipilih kembali untuk
menggantikan Ketua Parsadaan Naposo Nauli Bulung Desa Tanjung Botung

Bukti P-7

- Pemohon adalah Anggota Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GM~RI) se-
Kabupaten Padang Lawas yang berpusat dikota Medan-—lbu Kota Propinsi
SUMAaEra LHara ... Bukti P-5

Dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (3), pasal 28C ayat (2), dan pasal 28H ayat (2)
UUD 1945, dapat dikatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal
Standing) untuk memperjuangkan haknya selaku orang asli Daerah Padang Lawas



untuk ikutserta sebagai penyelenggara pemerintahan dalam perencanaan, pengawasan,
dan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas melalui keanggota DPRD
Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sesuali
dengan keterangan tersebut diatas, sebagai warga masyarakat Desa Tanjung Botung
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berkelakuan baik sudah

sewajarnyalah uniuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk turut
serta  berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pembangunan Daerah
Kabupaten Padang Lawas ... Bukti P-7 dan P-20

Bahwa Sesuai dengan uraian tersebut diatas, menurut pemohon terdapat kerugian hak
konstitusional pemohon apabila tidak diterapkannya ketentuan dalam pasal 1angka 2
UU Nomor 38/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi
Sumatera Utara. Pemohon bermaksud untuk memajukan dirinya  dalam
memperjuangkan haknya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Kabupaten Padang Lawas melalui keanggota DPRD, sehingga tercapainya
keseimbangan antara partai politik dengan masyarakat setempat (orang asli) Padang
| awas. Dengan demikian, bahwa pemohon memiliki kedudukan Hukum (fegal standing)
untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Daerah Padang Lawas vyang
menginginkan pelayanan, pengawasan, dan pembangunan Daerah secara merata demi
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui keanggota DPRD

Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

. Bahwa pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945
yaitu : (i) Hak untuk turut berpartisipasi dalam membela negara sebagaimana
tercantum dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :* Setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ”, (i) Hak untuk memajukan
diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagimana tercantum datam pasal
28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: * Setiap orang berhak untux memajfukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa

dan negaranya ”

. Bahwa hak pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif tersebut dikuatkan lagi dalam ketentuan pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi :“ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perfakuan khusus uniuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapal persamaan dan
keadilan * dan dijamin pasal 281 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: * Perfindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

negara, terutama pemerintah ”.



6. Bahwa selaras dengan hak konstitusional pemohon yang tersebut diatas, terdapat pula
pengaturannya, dalam pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 165, Tambahanlembaran
Republik Indonesia Nomor 3886 selanjutnya disebut UU HAM) yang berbunyi:“Setiap
orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi
maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya’, dan Pasal 8
UU HAM yang berbunyi :“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”................... Bukti P-10

7. Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 38/2007 menegaskan, Penjelasannya dalam

pasal 1 angka 2 tersebut menyatakan “cukup jefas” mengenai apa yang dimaksud
dengan Daerah otonom. Penjelasan Undang~-Undang Nomor 38/2007 pada bagian .
umum paragraf 7 berbunyi :“Dafam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten padang
lawas perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemeriniahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya
manusia, serfa pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan”. Ketentuan pasal 1 angka 2 dan penjelasan umum tersebut diatas, memuat
norma hukum yang cukup jelas dan perlu ditafsirkan kejelasannya.
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 dan penjelasan bagian l.umum paragrap 7
UU Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, pemohon memiliki hak untuk turut serta
berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan dalam
penyslenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas, melalui
keanggota DPRD {Vide Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007].

8. Bahwa dengan berlakunya “frasa” yang termuat dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor
38/2007 tersebut, hak konstitusional pemochon untuk turut serta dalam perencanaan,
pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kabupaten Padang Lawas melalui keanggota DPRD telah dirugikan karena tidak ikut
serta dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk periode masa
jabatan 2009-2014, 2014-2019, dan periode Tahun 2019-2024.

Dengan demikian, pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian UU Nomor
38/2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara

menjadi Undang-Undang, terutama pengujian pasal 1 angka 2.



{1, ALASAN PEMOHON (POSITA)

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus Tahun 2007 telah di Undangkan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi
Sumatera Utara, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754, selanjutnya disebut UU
N OO B8 2007 ot ettt r et Bukti P-9

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, adalah merupakan peraturan awal dan
awalmulanya terbentuknya Kabupaien Padang Lawas, bisa juga ditafsirkan sebagai
pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD
1945, dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan,
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesual
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang”, sebagai perwujudan dari ketentuan
tersebut terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan kelompok-kelompoknya
beserta masyarakat setempat (orang asli) daerah, khususnya daerah-daerah di Negara
Kesatuan Republik indonesia pada umumnya untuk menjaga hak-hak tradisional,
Budaya, dan Adai-istiadat daerah masing-masing, pada dasarnya untuk menjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11.Bahwa partisipasi masyarakat setempat (orang asli) Daerah Padang Lawas dikemukakan
dalam penjelasan bagian I. Umum paragraf 7 UU Nomor 38/2007, pada hakikatnya
bermakna keinginan masyarakat asli Daerah Padang Lawas untuk ikut serta dalam
kehidupan politik yang berpotensi mempengaruhi proses perencanaan, pelayanan,
pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kabupaten Padang Lawas di antaranya melaiui keanggotaan DPRD berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan
bahwa keanggotaan DPRD dimaksudkan untuk memberikan peran memadai bagi orang-
orang asli daerah padang lawas untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah dalam
perencanaan, pengawasan, dan menentukan strategi pembangunan serta melestarikan
Tradisi, Budaya, dan Adat-istiadat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

12.Bahwa penghormatan hak-hak tradisional masyarakat setempat tersebut termuat
diantaranya dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007. Pasal 1 angka 2 menyatakan:
“ Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut praekarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Nepublik indonesia
,Sesuai dengan ketentuan tersebut, masyarakat setempat (orang asli) Daerah Kabupaten



Padang Lawas mendapat peluang dalam merancang, mengawasi, dan membangun
dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas, melalui

keanggotaan DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan umum UU Nomor 38/2007 tersebut dengan jelas menetapkan orang asli
Daerah Padang Lawas harus terlibat dalam berpikir dan bertindak dalam kerangka
kepentingan bersama sesuai aspirasi masyarakat didaerah Kabupaten Padang Lawas
dan pendekatan pembangunan, dan terfokus pada orang asli Padang Lawas diharapkan
dapat terjadi perubahan kualitas, orang asli Padang Lawas mempunyai kemampuan,
mengetahui dan menguasai untuk mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi
dan budaya. Penjelasan Umum UU Nomor 38/2007 tersebut dengan tegas menunjukkan
kebijakan affirmatif (affirmative action policy), yang bertujuan untuk memberikan peluang
kepada orang asli Padang Lawas yang sebelumnya tidak diuntungkan secara sosial
politis dan historis selama terbentuknya Kabupaten Padang Lawas, orang asli Padang
Lawas memiliki kemampuan serta kesempatan yang sama untuk turut serta
berpartisipasi dalam proses sosial politik diberbagai bidang. Hal ini sejalan dengan
penjelasan bagian |.Umum paragrap 7 UU Nomor 38/2007 berbunyi sebagai berikut:
“dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Padang Lawas perlu
melakukan berbagai upaya peningkatkan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana
dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatkan sumber daya
manusia, serta pengelolaaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan

perundang-undang.”

Dengan demikian, terjadi persamaan antara norma yang diatur dalam penjelasan bagian
I. umum paragraf 7 dengan norma dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007, sehingga
terjadi ketaatan asas (konsistensi) norma. Sebagaimana semangat pemberian
kewenangan datam UU Nomor 38/2007 tersebut adalah untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri
Sesuai dengan aspirasi masyarakat [Vide Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007].

Penjelasan umum UU Nomor 38 /2007 tersebut dengan tegas menunjukkan adanya
kebijakan affirmatif (affirmative action policy), yaitu semacam program yang bertujuan
untuk memberikan peluang kepada masyarakat setempat (orang asli Padang Lawas)
yang sebelumnya tidak diuntungkan secara sosial, politis dan historis selama
terbentuknya Kabupaten Padang Lawas. Orang asli Padang Lawas memiliki kemampuan
serta kesempatan yang sama untuk turut serta berpartisipasi dalam proses sosial politik
diberbagai bidang, Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945, yang memberi pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, Pasal 28C ayat (2)
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UUD 1945 mengenai hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan Pasal 28H
ayat (2) UUD 1945, mengenai hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan.

Hak-hak tersebut diatas juga diakui oleh hukum Internasional sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Mak-hak sipil dalam politik(The
International Covenant On Civil And Politicial Rights) yang telah diratifikasi oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Covenant on Civil And Politicial Rights (Kovenan internasional

Tentang Hak-hak Sipil Dalam Politik) yang menyatakan sebagai berikut :

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas Sesuai dengan suku bangsa,
agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas
tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat bersama-sama anggota
kelompoknya yang lain, uniuk menikmati budaya mereka sendir, untuk
menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa

mereka senditi.

Pasal 4 ayat (1) Konvensi Internasional Tentang Pengapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial (International Convention On The Elimation Of Al Forms Of Racial
Discrimination) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui UU
Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan International Convention On The Elimation
OF All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internaisonal tentang pengapusan
segala bentuk diskriminasi rasial 1965) yang berbunyi sebagai berikut :
“l angkah-langkah khusus yang semata-mata diambil untuk menjamin pemajuan
kelompok ras atau etnik atau perorangan atau kelompok perorangan yang
memerlukan perlindungan agar mereka dapat menikmati atau melaksanakan hak-
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar secara sederajat, tidak
dapat dianggap suatu diskriminasi rasial, sepanjang langkah-langkah tersebut
tidak mempunyai konsekuensi yang mengarah kepada berlanjuinya hak-hak
terpisah bagi kelompok rasial yang berbeda dan bahwa langkah-langkah tersebut
tidak ditanjutkan setelah tujuannya tercapai”

Pasal 4 Deklarasi Hak-Hak Manusia bagi yang berasal dari Bangsa atau Etnik, Agama.
dan Bahasa Minoritas menyatakan sebagai berikut :
“Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
hahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas untuk dapat



H

menjalankan dengan penuh dan efeklif hak-hak asasi manusia dan kebebasan

mendasar tanpa diskriminasi dan mendapat kesetaraan dalam hukum’.

13. Bahwa secara geografis, keseluruhan Tanah Batak di Propinsi Sumatera Utara dibagi
kedalam 7 (tujuh) wilayah suku kesatuan masyarakat hukum adat, yang terdiri dari :

- Wilayah Adat | . Suku Batak Toba
- Wilayah Adat Il : Suku Batak Mandailing/Angkola
- Wilayah Adat lfl  : Suku Nias

- Wilayah Adat IV ; Suku Batak Simalungun

—~ Wilayah AdatV . Suku Baiak Pakpak

- Wilayah Adat VI : Suku Melayu

—  Wilayah Adat VI : Suku Batak Karo

Sesuai dengan pembagian suku didaerah Sumatera Utara ... Bukti P-14
Secara politis dan administratif suku asli propinsi Sumatera Utara adalah, wilayah Adat |.
Batak Karo, Il. Batak Simalungun, ll. Batak Toba dan 1V. Batak Angkola/Mandailing di
Propinsi Sumatera Utara...........cccocoiiiii e Bukti P-14.a
Sesuai dengan pembagian wilayah masyarakat adat Sumatera Utara tersebui, Batak
Angkola/Mandailing terletak dibeberapa Daerah Kabupaten seperti : Kabupaten Tapanuli
Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang
Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, yang semula adalah satu daerah yaitu
Kabupaten Tapanuli Selatan, yang termasuk dalam kesatuan masyarakat adat batak
Angkola/Mandailing dengan motto “Dalihan Natolu Opat Ganjil Lima Gonop {pengalihan
ketiga empat ganjil lima genap)................. Bukii P-14 dan P-4

Setelah terjadi pemekaran dan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas secara otomatis
Kabupaten Padang Lawas termasuk dalam kelompok masyarakat suku adat batak
Angkola/Mandailing, dan secara adat keturunan dari Marga Hasibuan, yang memegang
teguh kekuasaan Oppu Raja (Kepala Adaf) di Kabupaten Padang Lawas sering
digambarkan sebagai RAJA dalam sidang adat masyarakat setempat untuk merumuskan
kebijakan-kebijakan untuk mengambil keputusan, dengan demikian Sesuai dengan
hukum Adat daerah padang lawas yang bisa menjadi RAJA (Kepala Adat) harus
keturunan dari marga Hasibuan dari Bagas Godang (Rumah Adat). Sesuai silsilah dan
peradaban ummat manusia Oppu Raja Hasibuan (Kepala Adat) merupakan Ompung
(Kakek) dari keturunan Marga Panggabean dan keturunan marga Panggabean adalah
Pahompu (Cucu) dari keturunan Marga Hasibuan yang merupakan Kepala Adat Desa
TaNJUNG BOMUNG.....oiiiiiie et Bukti P-6
yang umumnya Oppu Raja (Kepala Adat) di Kabupaten Padang Lawas yang tergolong
minoritas Suku Batak Angkola/Mandailing.
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Sesuai dengan uraian tersebut diatas, seluruh keturunan dari Marga Panggabean adalah
iermasuk  dalam kelompok masyarakat kesatuan hukum adat suku batak
Angkola/Mandailing khususnya dan umumnya keturunan Marga Panggabean yang
sudah menetap di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya daerah Kabupaten Padang
Lawas semenjak dari zaman kakeknya-kakek pemohon dan sebelum terbentuknya

Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara ... Bukti P-2

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebelum Indonesia merdeka Daerah Padang
Lawas sudah dihuni oleh etnik Angkola/mandailing yang mempunyai hukum adat sendiri
dan hukum adat tersebut ditaati oleh seluruh masyarakat adat Angkola/Mandailing dan
kelompok-kelompoknya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebelum indonesia merdeka
Suku Bangsa Batak Toba dan suku Batak Angkola/Mandailing yang terletak didaerah
Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara pada intinya Menikmati Budaya, Tradisi, Adat-
istiadat, dan Menikmati kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana
diatur oleh OPPU RAJA (kepala adat) suku Bangsa itu sendiri. Para leluhur pemohon
telah bertempat tinggal didaerah Padang Lawas semenjak dari keturunan ke 6 (enam)
kalau diperkirakan sekitar 250 (dua ratus lima puluh) Tahun yang lalu perbandingan 25
{(dua puluh lima) tahun per generasi dan pemohon adalah keturunan generasi ke-16
(BNEM DBIAS) ... .o\ et Bukili P-4.3

14, Bahwa ketentuan lebih lanjut dalam melaksanakan UU Nomor 38/2007 diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 UU Nomor
38/2007 yang berbunyi: * Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang
ini diatur dengan peraturan perundang-undangan “, berdasarkan ketentuan pasal 23 UU
Nomor 38/2007 segala kebijakan dapat timbul dan diambil sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Dengan merujuk pada pasal 69 ayat (1) UU Nomor 22/2003 tentang kedudukan dan
susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD vang berbunyi: “ Anggota DPRD Kabupaten/Kota
berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh
lima orang”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 69 ayat (1) UU Nomor 22/2003 yang
menyatakan “Anggota DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya dua puluh orang dan
sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang”, bahwa pada periode masa jabatan
Tahun 2019-2024 jumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas adalah 30 (tiga
puluh) orang sesuai dengan jumiah penduduk Daerah Kabupaten Padang
=T TR ST Bukti P-14.b
Sesuai ketentuan tersebut diatas, jumiah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas

dapat ditambah bedasarkan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 22/2003 tentang kedudukan dan susunan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD yang berbunyi: “ Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhalangan
mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengucapkan sumpah/anji yang dipandu oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) UU Nomor 22/2003, bermakna adanya
anggota DPRD Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janiji tidak bersamaan dengan
anggota Partai Politik peserta Pemilu. Sesuai dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan
jumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dapat ditambah dari non Partai Politik

peserta Pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyatakan bahwa pemchon ikutserta dalam keanggota
DPRD Kabupaten Padang Lawas periode tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan.

Hi. PENGUJIAN MATERIIL
15. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma materi muatan
dalam pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 adalah tidak
bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B ayat (2),
pasal 27 ayat (3), pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28| ayat (4) bagian
dari UUD 1945.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007 berbunyi : * Daerah
ofonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik indonesia ",

Norma UUD 1945 yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28H ayat (2), dan Pasal 28| ayat (4) UUD 1945;
a. Norma pasal 18B ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) UUD 19845 yang berbuny:
“ Pengakuan dan penghormatan Negara atas kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionainya, karena setiap warga negara wajib ikut serta membela

negara’.

b. Norma pasal 28C ayat (2), pasal 28H ayat (2), dan pasal 281 ayat (4) UUD 1945 yang
berbunyi; “ sefiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; diberikan kemudahan dan
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perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan; diberikan pelindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama

pemerintah”.

16. Bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007 tersebut
merupakan norma hukum yang sangat jelas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
angka 2 UU Nomor 38/2007, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat adalah inisiatif dirisendiri { orang
asli) Daerah Padang Lawas sesuai aspirasi masyarakat pasal 1 angka 2 selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : “Daerah tonom, selanjuinya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Maka ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007 tersebut sudah lengkap
dan terperinci, karena Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007 tersebut memuat frasa
“kesatuan masyarakat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan Pasal-pasal konstitusi tersebut sejalan dengan
penjelasan |. umum paragrap 7 UU Nomor 38/2007 yang merupakan satu kesatuan yang
harmonis. Oleh karena harmonisasi tersebut terdapat dalam UU Nomor 38/2007, adalah
menjadi tugas mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian melaui interpretasi.

17. Bahwa landasan filosofis (filosofische grondsiag) dibentuknya UU Nomor 38 Tahun 2007
tersebut mengandung pengakuan terkait dengan kondisi faktual Kabupaten Padang
Lawas sebelum berlakunya UU Nomor 38/2007 dan pengakuan komitmen tersebut
termuat pada konsiderans bagian menimbang huruf a, b, dan ¢ UU Nomor 38/2007 yang
berbunyi
a. Bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan propinsi sumatera utara pada

umumnya dan kabupaten tapanuli selatan pada khusunya, serta adanya aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,
kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan seria meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kabupaten tapanuli selatan,
perlu dilakukan pembentukan kabupaten padang lawas di wilayah propinsi Sumatera

Utara.
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c. Bahwa pembentukan kabupaten padang lawas diharapkan akan dapat mendorong
peningkatan pelayanan dalam  bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah.

Landasan sosiologis(sosilogische grondsiag) dari UU Nomor 38/2007 tercantum pada

konsiderans bagian menimbang huruf ¢ yang berbunyi

“Bahwa pembentukan Kabupaten Padang Lawas diharapkan akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakat, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah”.

Dengan demikian, ditinjau dari landasan sosiologis pembentukan UU Nomor 38/2007

tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta pemanfaatan potensi daerah, merupakan suatu tindakan affirmatif

(affirmative action) sebagai jalan keluar dari permasalahan masyarakat Padang Lawas

atas ketertinggalannya di berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan semangat dan jiwa

dibentuknya UU Nomor 38/2007 yang tergambar dengan jelas dalam penjelasan bagian

{. Umum paragraph 8 yang berbunyi :

“‘Dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas sebagai daerah otonom,
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya Kelembagaan DPRD dan perangkat Daerah yang efisien dan efektif
sesual dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personil, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mengkaitkan pelayanan publik
dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang

Lawas”.

Sesuai penjelasan umum tersebut diatas, sudah sewajarnyalah Mahkamah Konstitusi
sebagai Pengawal Konstitusi (the gaurdian of the constitution) sekaligus sebagai penafsir
akhir secara yudisial terhadap UUD 1945 (the last judical interpreter of constitution),
berkenan memberikan pertimbangan hukum yang diatur dalam UU Nomor 38/2007.
Berhubung peraturan daerah (Perda) tersebut sampai dengan saat ini belum terbentuk
untuk mengaturnya, maka mengeiuarkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur
mengenai keikutsertaan pemohon dalam keanggota DPRD Kabupaten Padang Lawas

dan untuk selanjutnya mengikuti Peraturan Perundang-undangan.

Landasan politis dari UU Nomor 38/2007 termuat pada konsiderans bagian menimbang
huruf b, yang berbunyi sebagai berikut :
“Bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,
kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik sosial budaya perfahanan dan
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keamanan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tapanuli Selatan,
periu dilakukan pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Wilayah Propinsi

Sumatera Utara”.

Merujuk pada landasan politis dari UU Nomor 38/2007 tersebut diatas, frasa dalam
Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007 tersebut adalah tidak bertentangan dengan
landasan politis, sehingga sudah seharusnyalah Mahkamah Konstitusi berperan untuk
mengusahakan UUD 1945 Fungsional diantaranya Fungsi Nasionalitis atau
pengintegrasi (memelihara rasa nasionalisme, rasa persatuan dan merupakan identitas

nasional).

18. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 yang berbunyi:
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputt:

Kejelasan tujuan;

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,

Dapat dilaksanakan,

Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

e e 0 T W

Kejelasan rumusan, dan

g. Keterbukaan.
Selanjutnya pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu juga harus meliputi
landasan filosofis (filosofische grongslag), landasan sosiologis (sociologische grondsiag),
landasan vyuridis (rechfgrond) dan landasan politis, ekologis, medis, ekonomis, sesuai

dengan jenis atau objek yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan asas-asas dan landasan tersebut diatas, maka ketentuan pasal 1 angka 2
UU Nomor 38/2007 sepanjang frasa “berdasarkan Peraturan Perundang-undngan’,
tersebut tidak bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara
jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas

kejelasan rumusan, serta landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan politis.

19. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007 sejalan dan tidak
bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang serta dengan landasan
filosofis, sosiologis dan politis, serta Norma yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU
Nomor 38/2007 tersebut juga sejalan dan tidak bertentangan dengan asas kejelasan
tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunaan

dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan seria tidak bertentangan dengan (i)
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hak untuk turut berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara; (i) hak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; (iii) hak untuk mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama, serta (iv) kewajiban negara, terutama pemerintah untuk memberikan
perfindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), pasal 28H ayat
(2), dan pasal 28] ayat (4) UUD 1945.

20.Bahwa ketentuan pasal 1 angka 2 UU Nomor 38/2007 sepanjang frasa “berdasarkan

peraturan perundang-undangan” tersebut adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan

Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal

281 ayat (4) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa norma hukum dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor

38/2007 sepanjang frasa, adalah tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal

27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28] ayat (4) UUD 1945,
V. PETITUM

Maka Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4754), sepanjang frasa, adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945
Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal
28l ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional);

3. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 (Lembaga Negara
Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4754) sepanjang frasa, tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat;

4, Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono)

Sibuhuan, 27 desember 2019
Hormat saya, pemohon

— =

(ALAMSYAH PANGGABEAN)




